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adalah Maha penyayang kepadamu.” 
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ABSTRAK 

“ UPAYA KEPOLISIAN KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN 

MUSI RAWAS DALAM MENANGGULANGI MARAKNYA KASUS 

NARKOBA” 

Melani Astrella Putri Nainti 

 

Di Indonesia kejahatan telah marak di masyarakat, baik kejahatan atas jiwa 

atau kejahatan yang bukan jiwa, seperti halnya dengan kejahatan yang merugikan 

dirinya sendiri atau merusak diri dan masa depan diri sendiri yaitu narkoba yang 

telah banyak merusak generasi muda. Bahaya narkoba tidak mengurangi antusias 

masyarakat mengonsumsinya. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba pada 

masyarakat sudah tidak hanya dilakukan oleh kalangan atas saja yang berada di 

kota-kota besar, pada perkembangannya saat ini, narkoba sudah menjamah semua 

kalangan, baik kalangan atas, menengah, bahkan bawah sekalipun, dan 

peredarannya sudah memasuki beberapa kota kecil lainnya yang terdapat banyak 

wilayah pedesaan di dalamnya. Narkoba sendiri merupakan zat kimia yang dapat 

mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran suasana hati serta perilaku 

jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, di minum, di hirup, 

suntuk, intravena dan lain sebagainya. 

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah 

upaya Kepolisian Sektor Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas dalam 

menanggulangi maraknya kasus narkoba dan apakah yang menjadi faktor 

penghambat pihak kepolisian dalam upaya menanggulangi maraknya kasus 

narkoba di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi 

Rawas, yakni di Kepolisian Sektor Megang Sakti. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian yuridis empiris atau bisa disebut dengan penelitian lapangan. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat di pahami peranan kepolisian dalam 

rangka menanggulangi maraknya kasus narkoba di dalam kehidupan masyarakat 

adalah ;peranan dalam melakukan pencegahan, peranan melakukan penegakan 

hukum. Upaya yang digunakan kepolisian dalam upaya menanggulangi maraknya 

kasus narkoba yaitu (a) upaya Pre-Emtif, (b) upaya Preventif, (c) upaya Represif, 

(d) upaya Kuratif. 

 

Kata Kunci : Narkoba, Upaya Kepolisian Menanggulangi Maraknya Kasus 

Narkoba 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Di Indonesia kejahatan telah marak di masyarakat, baik kejahatan 

atas jiwa atau kejahatan yang bukan jiwa, seperti halnya dengan kejahatan 

yang merugikan dirinya sendiri atau merusak diri dan masa depan diri 

sendiri yaitu narkotika yang telah banyak merusak generasi muda di negara 

kita ini, Bahaya narkoba tidak mengurangi antusias masyarakat untuk 

mengkonsumsinya. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika pada 

masyarakat modern di Indonesia sudah tidak hanya dilakukan oleh kalangan 

atas saja yang berada di kota-kota besar, pada perkembangannya saat ini, 

narkotika sudah menjamah semua kalangan, baik kalangan atas, menengah, 

bahkan bawah sekalipun, dan peredarannya tersebut sudah memasuki 

beberapa kota kecil lainnya yang terdapat banyak wilayah pedesaan di 

dalamnya. Lydia & Satya menyatakan:1 

“telah terjadi budaya masyarakat modern bahwa baik orang dewasa 

maupun remaja, mencoba menghindari perasaan negatif dan mengelola rasa 

sakit atau nyeri dengan minum obat atau memakai narkoba, bukan mencari 

jalan keluar atau pemecahan masalahnya secara konsturktif dan positif”.  

                                                             
1 Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, 2006, Pencegahan dan 

Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba berbasis Sekolah, Jakarta: PT. Balai 

Pustaka, hal. 19 
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Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat 

di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan. Namun di sisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat 

merugikan apabila di gunakan dengan sembarangan tanpa pengawasan yang 

ketat dari pihak-pihak yang bertanggung jawab.  

Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan 

dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, didukung 

oleh sistem jaringan yang luas dan banyak menimbulkan korban dari 

kalangan remaja yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat 

berbangsa dan bernegara.2 

Kasus narkotika berkembang dengan cepat dan pesat bersamaan 

dengan kebebasan yang melanda bangsa Indonesia, Dalam hal ini bisa 

terjadi melalui dua cara, yaitu terkait dengan batas negara sehingga jaringan 

luar negeri begitu mudah masuk ke Indonesia. Kemudian terkait kebebasan, 

merosotnya nilai-nilai moral dan kurangnya perhatian atau kontrol yang 

semakin lemah terhadap generasi muda bangsa dan lain sebagainya.3 

Di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran 

penting terhadap adanya tindak pidana narkotika adalah penyidik, dalam hal 

ini adalah penyidik kepolisian Negara republik Indonesia yang di harapkan 

mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak 

                                                             
2 Ibid.haL. 1. 
3 Farouk Muhammad, Menuju Reformasi POLRI, Jakarta, PTIK Press&Restu 

Agung, 2005, hal,36. 
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pidana narkotika. Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang 

kepolisian pasal 1 angka 11 penyidikan Adalah serangkaian tindakan 

penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang 

untukmencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 

terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya. Dalam memulai penyidikan tindak pidana, polri 

menggunakan parameter alat bukti yang sah.4  

Sesuai dengan pasal 184 KUHAP dinyatakan:  

1. Alat bukti yang sah ialah :  

a. keterangan saksi  

b. keterangan ahli  

c. surat  

d. petunjuk 

 e. keterangan terdakwa.  

2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu di buktikan.5 

Yang dikaitkan dengan segitiga pembuktian untuk memenuhi aspek 

legalitas dan aspek legitimasi untuk membuktikan tindak pidana yang 

terjadi. Masalah penyalahgunaan narkotika oleh para remaja pada 

                                                             
4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian RI. 
5 Anonim, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.Surabaya, Karya Anda. 

Hal. 82 
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hakekatnya bukan masalah yang bukan berdiri sendiri, melainkan masalah 

yang ternyata mempunyai sangkut paut dengan faktor-faktor lain.Itulah 

sebabnya, masalah ini sering disebut gejala sosial, yang pada akhir-akhir ini 

sangat menonjol terutama di kota-kota besar. 

Dengan demikian, penyalahgunaan narkotika oleh para remaja 

merupakan salah satu kenyataan yang perlu mendapat perhatian khusus dari 

semua pihak. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah 

banyak dilakukan oleh aparat penegak hukumdan telah banyak 

mendapatkan dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang 

pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor 

penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika atau 

narkoba, tetapi dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegak 

hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika 

tersebut.6 

Menurut Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika 

membagi menjadi tiga golongan, sesuai pasal 6 ayat 1:  

1. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk   

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, 

serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkanketergantungan. 

2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan 

digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi 

                                                             
6 Mardani, Penyalahgunaan narkoba, Jakarta, Rajawali Pers, 2007, hal, 1. 
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dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai 

potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. 

3. Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan 

banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu 

pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan 

ketergantungan.7 

Dalam penulisan ini, penulis berusaha untuk meneliti mengenai 

upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkotika 

berdasarkan undangundang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan berdasarkan 

semakin maraknya penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja, pemuda, 

bahkan sudah meluas melibatkan pelajar dari tingkat SMU sampai SMP dan 

SD. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena kalau tidak bias diatasi jelas 

akan merusak generasi muda dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi 

kehidupan manusia.8 

Dari latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu 

penelitian dalam bentuk penulisan hukum dengan judul : 

“UPAYA KEPOLISIAN KECAMATAN MEGANG SAKTI 

KABUPATEN MUSI RAWAS DALAM MENANGGULANGI 

MARAKNYA KASUS NARKOBA” 

                                                             
7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
8 File:///I:/Index.php,htm diakses tanggal 28 Oktober 2021 

file:///I:/Index.php,htm
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B. Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas, maka yang jadi pokok permasalahan dalam penulisan 

skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah upaya  kepolisian sektor Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas 

dalam menanggulangi maraknya kasus narkoba? 

2. Apakah yang menjadi faktor penghambat pihak kepolisian dalam upaya 

menanggulangi maraknya kasus narkoba di Kecamatan Megang Sakti 

Kabupaten Musi Rawas? 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian 

 Ruang lingkup dari penulisan skripsi ini penulis batasi pada upaya 

hukum Kepolisian Sektor Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi 

Rawas dalam menanggulangi maraknya kasus narkoba serta faktor 

penghambat dalam menanggulanginya.  

Tujuan Penelitian ini ialah untuk : 

1. Untuk mengetahui upaya hukum kepolisian sektor Megang Sakti 

Kabupaten Musi Rawas dalam menanggulangi maraknya kasus narkoba 

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat pihak 

kepolisian sektor Megang Sakti Kabupaten 

D. Kerangka Konseptual 

1. Upaya 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) Upaya dapat 

diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengerahkan tenaga dan pikiran 
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untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar 

untuk mencapai suatu maksud, menanggulangi masalah, memecahkan 

persoalan, mencari jalan keluar.9 

2. Kepolisian 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) arti kata 

kepolisian adalah yang bertalian dengan polisi. Kepolisian berasal dari 

kata dasar polisi. Kepolisian memiliki arti dalam kelas nomina atau kata 

benda sehingga kepolisian dapat menyatakan nama seseorang, tempat, 

atau semua benda dan segala yang dibendakan. 10 

3. Kecamatan  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kecamatan dapat 

diartikan daerah bagian kabupaten (kota) yang membawahkan beberapa  

kelurahan, dikepalai oleh seorang camat. 

Menurut undang-undang (regulasi) Dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, terutama setelah diberlakukannya Undang-

undang Otonomi Daerah, maka Kepala Daerah perlu dibantu oleh 

perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan 

pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu 

untuk membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan 

pemerintahan daerah maka bupati sesuai dengan wewenangnya 

melimpahkan sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum 

                                                             
9 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Balai Pustaka 2002, hal. 

1250 
10 https://lektur.id/arti-kepolisian/ 
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pemerintah kepada Camat sebagai perangkat daerah yang memimpin 

wilayah Kecamatan. Peran camat ini sangat penting dan sangat strategis 

dalam mendukung terlaksananya otonomi daerah, apalagi saat ini 

Kecamatan bukan lagi sebagai kepala wilayah Kecamatan sebagai 

perpanjangan tangan pemerintah pusat, melainkan kecamatan 

diberlakukannya Undang-undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan 

daerah, adalah merupakan unsur perangkat daerah yang menerima 

pelimpahan wewenang dari Bupati/Walikota untuk melaksanakan 

sebagian urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum.11 

4. Kabupaten 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata 

kabupaten adalah daerah swatantra tingkat ii yang dikepalai oleh bupati, 

setingkat dengan kota (madya) merupakan bagian langsung dari 

provinsi yang terdiri atas beberapa kecamatan. Arti lainnya dari 

kabupaten adalah kantor tempat kerja bupati.12 

E. Metode Penelitian 

Metode diartikan sebagai suatu cara atau Langkah untuk mencapai 

sesuatu sebagaimana tentang cara penelitian yang harus dilakukan, 

maka metode penelitian yang akan digunakan penulis mencakup antara 

lain: 

 

                                                             
11 http://neglasaritangerang.blogspot.com/2012/11/pengertian-definisi-dan-arti-

kecamatan.html 
12 https://lektur.id/arti-kabupaten/definisi  

https://lektur.id/arti-kabupaten/definisi


9 
 

 
 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris 

atau  bisa disebut dengan penelitian lapangan, yakni mengkaji ketentuan 

hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya. Atau 

bisa juga disebut dengan suatu penelitian yang dilakukan terhadap 

keadaan yang nyata dan terjadi dengan maksud untuk menemukan dan 

mengetahui data-data dan fakta-fakta yang dibutuhkan, setelah data dan 

fakta yang dikumpulkan tersebut kemudian menuju kepada identifikasi 

masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.13 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini yakni data primer dan data 

sekunder. Sumber-sumber data tersebut yakni sebagai berikut: 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil 

penelitian lapangan (field research) 

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi Pustaka 

(library research) yang meliputi tulisan ilmiah, bahan 

dokumentasi maupun dari berbagai sumber tulisan lainnya. Data 

sekunder ini terbagi menjadi tiga bagian yakni:14 

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang terdiri dari: 

a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945: 

b. Kitab undang-undang hukum pidana: 

                                                             
13 Ibid,hlm.16 
14 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pres, Jakarta, 2008, 

hlm.51. 
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c. Kitab undang-undang hukum acara pidana: 

d. Undang-undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika 

e. Undang-undang No.02 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia  

f. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang terdiri dari: 

a. Buku-buku yang terkait dengan hukum: 

b. Artikel jurnal hukum; 

c. Skripsi, tesis, dan disertasi hukum; 

d. Karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3. Bahan hukum tersier yaitu  bahan-bahan pendukung dalam 

penyusunan skripsi ini dan berhubungan dalam 

permasalahan skripsi kamus hukum, ensiklopedia, media 

cetak, dan literatur-literatur hukum. 

3. Alat Pengumpulan Data  

 Untuk memperoleh data yang akurat dan otentik maka pengumpulan 

sumber data dalam penelitian ini menggunakan 2 cara yaitu studi lapangan 

dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. 

1. Studi Lapangan 

Wawancara merupakan situasi peran antar pribadi bertatap muka, 

ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
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yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan terhadap masalah 

penelitian kepada informan. 

2. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dalam hal ini merupakan penelitian hukum 

empiris yang di dukung dengan penelitian hukum normatif, maka data yang 

diutamakan tetap sebagai data primer atau data lapangan, data sekunder 

sifatnya sebagai pendukung atau pelengkap.15 

4. Analisis Data  

Data yang diperoleh akan di olah melalui cara deskriptif kualitatif, 

yakni dengan analisis data yang diperoleh dari data tertulis dan lisan 

selanjutnya di susun secara sistematis. Data yang terkumpul akan di uraikan, 

sehingga dalam hal ini akan diambil atau di tarik kesimpulan yang dijadikan 

sebagai jawaban terhadap permasalahan serta secara jelas dan mendalam 

sehingga dapat di peroleh pemahaman yang baik dan benar pada penelitian 

skripsi ini.  

 

 

 

 

                                                             
15 Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan 

Mengikat , Cet. Ketiga, Radjawali Pers, Jakarta,1990, hlm.52 
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F. Sistematika Penulisan 

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara 

keseluruhan tersusun dalam 4(empat) bab dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut :  

 BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang 

lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini membahas materi tinjauan tentang narkoba, tentang tindak p

 idana dan penegakan hukum, tentang upaya kepolisian.  

BAB III  : PEMBAHASAN  

Bagian ini membahas upaya hukum Kepolisian Sektor Megang 

Sakti Kabupaten Musi Rawas dalam menanggulangi maraknya kasus 

narkoba, serta faktor penghambat pihak kepolisian dalam upaya 

menanggulangi maraknya kasus narkoba di Kecamatan Megang Sakti 

Kabupaten Musi Rawas. 

 BAB IV : PENUTUP 

Bagian ini berisikan Kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan 

Upaya Kepolisian Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Dalam 
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Menanggulangi Maraknya Kasus Narkoba, berdasarkan hasil dari penelitian 

penulis. 
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